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ABSTRACT

Regional expansion occurred quite massively after the enactment of Law Number 22
of 1999 concerning Local Government, including in Southeast Sulawesi Province.
Southeast Sulawesi Province was established in 1964 with four regencies, and by
2014, there had been the expansion of 13 regencies/cities. This study asseses the
financial conditions of the parent and newly formed regencies/cities in Southeast
Sulawesi Province from 2019 to 2023, using assessment indicators that include
regional dependency, fiscal indenpendency, as well as income share and income
growth, presented in a quadrant of local capacity distribution. The study shows that
the parent and newly formed regencies/cities in Southeast Sulawesi have a very high
dependency on external parties, especially the central government, unable to fund
their activities independently without relying on external assistance, are able to
finance 8.85% to 33.45% of their expenditures and other basic obligations, and have
continuously growing revenues from 2019 to 2023, indicating positive economic
prospects for the future.

Keywords: Regional Expansion, Regional Dependence, Fiscal Independence, Income
Share, Income Growth

ABSTRAK

Pemekaran daerah terjadi cukup masif setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 22
Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, termasuk di Provinsi Sulawesi Tenggara.
Provinsi Sulawesi Tenggara dibentuk tahun 1964 dengan empat kabupaten, kemudian
sampai tahun 2014 telah terdapat pemekaran 13 kabupaten/kota. Penelitian ini
mengukur kondisi keuangan pemerintah kabupaten/kota induk dan pemekarannya di
wilayah Provinsi Sulawesi Tenggara tahun 2019-2023 dengan indikator pengukuran
meliputi ketergantungan daerah, kemandirian fiskal, serta income share dan income
growth yang disajikan dalam kuadran sebaran kemampuan daerah. Penelitian ini
menunjukkan bahwa kabupaten/kota induk dan pemekaran di Sulawesi Tenggara
memiliki ketergantungan sangat tinggi terhadap pihak luar khususnya pemerintah
pusat, belum mampu mendanai kegiatan mereka secara mandiri tanpa bergantung pada
bantuan eksternal, memiliki kemampuan membiayai 8,85% s.d. 33,45% belanja dan
kewajiban pokok lainnya, serta memiliki pendapatan yang terus-menerus bertumbuh
dari tahun 2019-2023 dan menunjukkan prospek ekonomi di masa mendatang.

Kata Kunci: Pemekaran Daerah, Ketergantungan Daerah, Kemandirian Fiskal,
Income Share, Income Growth
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BAB |
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Semenjak berlakunya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang
Pemerintahan Daerah, pemekaran daerah mulai banyak terjadi di Indonesia.
Berdasarkan data dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), terdapat 215
daerah otonom kabupaten/kota hasil pemekaran selama tahun 1999-2014 yang
terdiri dari 181 kabupaten dan 34 kota. Jadi Indonesia telah memiliki 416 kabupaten
dan 98 kota yang tersebar di 38 provinsi. Di Provinsi Sulawesi Tenggara sendiri,
pemekaran wilayah cukup masif, pada periode 1964-1998 terdapat satu pemekaran
kota, sedangkan periode 1999-2014 terdapat sebelas pemekaran kabupaten dan satu
pemekaran kota. Beberapa tujuan dari pemekaran ini adalah menciptakan
penyelenggaraan pemerintahan daerah yang efektif, meningkatkan percepatan
pencapaian kesejahteraan masyarakat di daerah, meningkatkan percepatan atas
kualitas pelayanan publik, mendorong peningkatan atas kualitas tata kelola
pemerintahan daerah, membantu dalam peningkatan kemampuan bersaing secara
nasional dan daerah, serta melestarikan adat istiadat, tradisi, dan budaya daerah
yang memiliki keunikan.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah, salah satu persyaratan dalam pemekaran daerah adalah persyaratan dasar
kapasitas daerah, dimana terdapat parameter potensi ekonomi dan keuangan daerah
untuk pembentukan daerah persiapan yang akan dimekarkan. Kabupaten/Kota yang
akan dimekarkan dituntut untuk dapat mencapai pertumbuhan ekonomi dan
memiliki potensi unggulan daerah yang dapat dikembangkan. Potensi unggulan
daerah dapat meliputi potensi pertanian, perdagangan, kelautan dan perikanan,
energi dan sumber daya mineral, kehutanan, pariwisata, serta perindustrian. Selain
itu, Kabupaten/Kota yang akan dimekarkan harus siap mengelola potensi
Pendapatan Asli Daerah (PAD) serta siap mengelola keuangan dan aset daerahnya

masing-masing. Selanjutnya, apabila telah ditingkatkan statusnya sebagai daerah



otonomi baru maka kabupaten/kota tersebut harus mampu mengelola ekonomi dan
keuangan daerahnya.

Disisi lain, dalam proses pengelolaan keuangan daerah, pemerintah
Indonesia mengalami perubahan mendasar dalam metode penganggaran,
sebelumnya anggaran merupakan daftar belanja yang harus dihabiskan, namun saat
ini terdapat perubahan sudut pandang dimana anggaran harus dihemat atau efisien,
sehingga muncul teori anggaran berbasis kinerja. Anggaran berbasis kinerja adalah
unsur perubahan keuangan di Indonesia, dimana terdapat perubahan mendasar
dalam reformasi keuangan (Hoesada, 2021). Tahapan dalam anggaran berbasis
kinerja diawali dengan menetapkan visi entitas serta sasaran entitas yang terdiri dari
sasaran jangka panjang, jangka menengah, dan tahunan. Kemudian entitas
merencanakan kinerja tahunan serta menetapkan target hasil yang akan dicapai.
Target tersebut diuraikan menjadi target kinerja tahunan untuk kegiatan utama
entitas yang diuraikan sesuai tugas pokok dan fungsi, program utama, serta proyek
entitas. Namun saat ini banyak pemerintah kabupaten/kota yang belum sepenuhnya
mampu menerapkan anggaran berbasis kinerja, sehingga terdapat kemungkinan
dampak pada kondisi keuangan pemerintah kabupaten/kota.

Selain itu, teori keagenan menerangkan bahwa prinsipal dan agen memiliki
suatu hubungan kontraktual (Andriawan & Setyawan, 2020). Di dalam
pemerintahan, masyarakat dimana dalam hal ini diwaliki oleh Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah (DPRD) merupakan principal, sedangkan pemerintah daerah yang
dipimpin oleh kepala daerah merupakan agen (Indra et al., 2022). Dalam teori
keagenan diasumsikan bahwa setiap individu akan didorong oleh kepentingan
pribadi, dimana memungkinkan timbulnya potensi konflik kepentingan antara
prinsipal dan agen (Widoatmodjo & Setyawan, 2023). Berdasarkan teori keagenan,
ekspektasi prinsipal belum tentu dapat dipenuhi oleh agen, termasuk dalam
pemerintahan daerah. Agen akan mempertimbangkan beberapa aspek keuangan
dalam menetapkan dan memilih kebijakan keuangan yang tepat untuk memenuhi
ekspekstasi prinsipal (Setijaningsih et al., 2021). Ekpekstasi masyarakat yang
diwakili oleh DPRD terhadap kondisi keuangan daerah belum tentu dapat dipenuhi

dan sejalan dengan prioritas yang ditetapkan oleh kepala daerah, khususnya di



Sulawesi Tenggara yang didominasi oleh daerah pemekaran. Terdapat hubungan
antara struktur, perilaku, dan kinerja yang bersifat saling berkesinambungan,
struktur suatu industri berkorelasi dengan perilaku industri tersebut yang dapat
mempengaruhi kinerja dalam industri bersangkutan (Setyawan et al., 2022). Hal
tersebut juga dapat terjadi dalam pemerintahan daerah, dimana struktur dari
pemerintahan daerah dapat memberikan pengaruh terhadap kinerja pemerintah
daerah, termasuk dalam hal kinerja keuangan pemerintah daerah.

Oleh karena itu, dengan masifnya pemekaran daerah di Sulawesi Tenggara,
dan untuk melihat kemampuan daerah dalam menerapkan anggaran berbasis kinerja
serta hubungan keagenan antara masyarakat dan pemerintah daerah yang
berdampak pada kemampuan daerah dalam mengelola ekonomi dan keuangannya,
maka dilakukan penelitian atas kondisi keuangan pemerintah kabupaten/kota induk

dan daerah pemekarannya di Sulawesi Tenggara.

1.2 Rumusan Masalah
Berdasarkan latar belakang tersebut di atas, terdapat identifikasi beberapa
rumusan masalah sebagai berikut.

1. Bagaimana fenomena pemekaran daerah kabupaten/kota yang terjadi di
Sulawesi Tenggara?

2. Bagaimana tingkat ketergantungan daerah dan tingkat kemandirian fiskal pada
kabupaten/kota induk dan daerah pemekarannya di Sulawesi Tenggara tahun
2019-2023?

3. Bagaimana tingkat share dan tingkat growth pada kabupaten/kota induk dan
daerah pemekarannya di Sulawesi Tenggara tahun 2019-2023?

4. Bagaimana sebaran kemampuan keuangan daerah berdasarkan analisis share
dan growth pada kabupaten/kota induk dan daerah pemekarannya di Sulawesi
Tenggara tahun 2019-2023?

1.3 Ruang Lingkup
Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka ruang lingkup dari penelitian

ini adalah sebagai berikut:



1. Kabupaten/Kota induk dan daerah pemekarannya di wilayah Provinsi Sulawesi
Tenggara.

2. Analisis kondisi keuangan daerah meliputi tingkat ketergantungan daerah,
tingkat kemandirian fiskal, share, growth, dan sebaran kemampuan keuangan
daerah berdasarkan analisis share dan growth.

3. Tahun anggaran 2019-2023.

1.4 Tujuan Penelitian
Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah
sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui fenomena pemekaran daerah kabupaten/kota yang
terjadi di Sulawesi Tenggara.

2. Untuk mengetahui tingkat ketergantungan daerah dan tingkat kemandirian
fiskal pada kabupaten/kota induk dan daerah pemekarannya di Sulawesi
Tenggara tahun 2019-2023.

3. Untuk mengetahui tingkat share dan tingkat growth pada kabupaten/kota
induk dan daerah pemekarannya di Sulawesi Tenggara tahun 2019-2023.

4. Untuk mengetahui sebaran kemampuan keuangan daerah berdasarkan
analisis share dan growth pada kabupaten/kota induk dan daerah

pemekarannya di Sulawesi Tenggara tahun 2019-2023.

1.5 Manfaat Penelitian
1.5.1 Manfaat bagi Akademisi

Penelitian ini dapat menjadi bahan rujukan atau referensi bagi akademisi
untuk melakukan kajian atau penelitian sejenis serta dapat menjadi bahan

pertimbangan dalam studi terkait pemekaran wilayah di Indonesia.

1.5.2 Manfaat bagi Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi
Tenggara
Penelitian ini dapat menjadi acuan dan bahan pertimbangan dalam

meningkatkan kondisi keuangan daerah khususnya dalam perbaikan kondisi



keuangan terkait ketergantungan daerah, kemandirian fiskal, share, dan growth
serta dapat menjadi bahan pertimbangan dalam menetapkan kebijakan keuangan

daerah.

1.5.3 Manfaat bagi Akademisi

Penelitian ini merupakan salah satu persyaratan mencapai gelar Akuntan
(Ak) Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Tarumanagara serta dapat
meningkatkan pengetahuan peneliti dalam hal mengukur dan menilai kondisi

keuangan pemerintah kabupaten/kota.

1.6 Sistematika Penulisan
Sistematika penulisan pada karya akhir ini terdiri dari 5 bab dengan rincian

sebagai berikut:

BAB | Pendahuluan berisi latar belakang, masalah/isu pokok atau fenomena dari
topik yang diteliti, rumusan masalah, ruang lingkup, tujuan penelitian, manfaat
penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB Il Landasan Teori berisi uraian teori dan konsep terkait dengan penelitian
ini yaitu pemekaran wilayah, keuangan daerah, serta kondisi keuangan daerah yang
meliputi ketergantungan daerah, kemandirian fiskal, share, growth, dan sebaran
kemampuan keuangan daerah berdasarkan analisis share dan growth.

Bab 111 Metode Penelitian berisi uraian objek penelitian dan metode penelitian
yang meliputi metode perolehan data, metode pengolahan data, serta metode
analisis data yang digunakan dalam penelitian ini.

Bab IV Hasil dan Bahasan berisi hasil analisis terhadap kondisi keuangan
pemerintah kabupaten/kota induk dan daerah pemekarannya di wilayah Provinsi
Sulawesi Tenggara tahun 2019-2023 yang meliputi ketergantungan daerah,
kemandirian fiskal, share, growth, dan sebaran kemampuan keuangan daerah
berdasarkan analisis share dan growth.

Bab V Simpulan dan Saran membahas tentang simpulan untuk menjawab

permasalahan berupa kondisi keuangan pemerintah kabupaten/kota induk dan



daerah pemekarannya di wilayah Provinsi Sulawesi Tenggara tahun 2019-2023

serta saran yang berisi usulan untuk pengembangan selanjutnya.
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